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Upaya Peningkatan Pendapatan AsIi Daerah
dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah

(Studi pada Pemerintah Kota Malang)

Susilo, Abdul Halim

Abstract: In order to avoid the matter of spending for regional autonomy implemen-
tation, ktcal Government of Malang City needs to conduct serious effort in order to
improve its financial capability from the source of PAD (Local Native Income). This
research examined ( 1) what is the condition and growth of local financial sources, (2)
what factors lead to less optimality of PAD revenue, and (3) what are the efforts to be
conducted in managing the sources of PAD potentials for improving local financial
capability.

Keywords: regional autonomy, local native reyenue (pAD), the source of local
finance, management of PAD potentials' sources.

Salah satu hal menonjol di bidang keuangan publik sebelum diberlakukannya Undang-
Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah
terj'adinya hubungan yang sangat asimetris antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang
ditandai dengan sangat tergantungnya Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat.
Meskipun Pemerintah Daerah sebenarnya diperkenankan untuk menggali dan mengem-
bangkan sumber-sumber penerimaan, tetapi Pemerintah Daerah tidak mampu *"n!"*-
bangkannya karena selain secara administrasi relatif sulit, sumber penerimaan utama ielah
dimonopoli oleh Pemerintah pusat.

Pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang ber-
sangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatican daya
guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dan terwujudnya
pelaksanaan otonomi daerah secara efektif dan efisien sangat bergantung iepada
tersedianya sumber daya pendukungnya. Sumber daya ini merupakan faktor yung ,*gut
dominan dalam mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah.

Susilo adalrth dosen Fakultas Ekonomi dan Pascosarjana Universitas Braw$aya lulolcng
Abdul Halim adalah dosen Fakubas Ekonomi dan Pascasarjana Universitas Cajayana Malang
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Hal ini ditegaskan oleh Kaho (1997:60) bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan otonomi daerah adalah (1) manusia pelaksananya harus baik, (2) keuangan
harus cukup dan baik, (3) peralatannya harus cukup dan baik, dan (4) organisasi dan
manajemennya harus baik. Sementara itu menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974,
Pasal 4 ayat (1) ditetapkan tentang syarat-syarat pembentukan daerah otonom adalah
bahwa daerah otonom dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat berikut (1) kemam-
puan ekonomi, (2) jumlah penduduk, (3) luas daerah, dan ( ) pertahanan nasional serta
syarat lain yang memungkinkan daerah melaksanakan pembangunan, pembinaan kestabilan
potitik dan kesatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan
bertanggungjawab. bleh karena itu, salah satu tolok ukur otonomi daerah bukan sekadar
hierarkis yang berisi command and control belaka, namun lebih dari itu merupakan suatu
conffering and networking dalam rangka participatory dalam pemerintahan daerah
(Badjuri, 1997:156).

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Sumodiningrat (1997:416) menye-
butkan terdapat 4 (empat) faktor dalam mekanisme pengelolaannya yaitu, (1) mekanisme
perencanaan, (2) mekanisme penyaluran dan pencarian bantuan, (3) mekanisme pengem-
bangan dan pelestarian, dan (4) mekanisme pelaporan. Devas (1989:279-280) mengemu-
kakan bahwa tujuan utama pengelolaan keuangan daerah adalah: (1) pertanggungjawaban,
(2) mampu memenuhi kewajiban keuangan, (3) kejujuran, (4) hasil guna dan daya guna
kegiatan daerah, dan (5) pengendalian.

Disamping itu, untuk mendorong kemampuan keuangan daerah yang lebih besar
dalam membiayai seluruh urusan rumah tangga daerah, diperlukan kebijakan di bidang
pengembangan institusi dan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan di sini merupakan
usaha penyempurnaan lembaga keuangan daerah, penerapan sain dan teknologi, sistem
dan prosedur serta kekayaan daerah (Tambunan, 1996:51).

Berkaitan dengan pernyataan di atas, keuangan daerah merupakan salah satu faktor
penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi.
Hal ini ditegaskan oleh Kaho (1997:123) bahwa salah satu kriteria penting untuk
mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah
tangganya adalah kemampuan self-supporting dalarn bidang keuangan. Mawhood (1983:
i61) juga mengemukakan bahwa, desentralisasi hanya dapat berhasil bilamana daerah
mempunyai kewenangan terhadap sumber daya keuangan yang cukup untuk melaksanakan
tanggungjawabnya.

Untuk menciptakan pemerintahan daerah yang baik yang dapat melaksanakan tugas
otonominya dengan baik, maka faktor keuangan ini mutlak diperlukan. Ini berani dalam
penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang. Untuk
dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber
yang cukup pula, dalam hal ini daerah dapat rnemperoleh melalui PAD sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang No. 22'tahun 1999.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, dijelaskan bahwa sumber-sumber
pendapatan daerah meliputi sbb. ( I ) Pendapatan Asli Daerah yaitu (a) hasil pajak Daerah,
(b) hasil retribusi Daerah, (c) hasil perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan
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kekayaan, (d) daerah yang dipisahkan, dan (e) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2) Dana perimbangan. (3) Pinjaman Daerah. (4) Lain-lain pendapatan Daerah yar! san.

Kristiadi (1991:47) menyarankan agar sumber-sumber pembiayaan yang ideal berkaitan
dengan PAD antara lain sbb. (1) PAD seyogianya lebih diritikberarkan pada ekstensifikasi
dan intensifikasi sumber-sumber retribusi, hal ini mengingat bahwa retribusi sangat
berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan
dapat sekaligus memacu peningkatan pelayanan. (2) Pajak-pajak daerah cukup ditetapkan
secara limitatif pada objek-objek yang cukup potensial, bagi pajak yang kurang potensial
seyogianya dihapuskan.

Usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber, menurut Rejo (1995:25),
sangat bergantung pada kreativitas aparatur pemerintah daerah untuk mampu mengkoor-
dinasikan lembaga-lembaga penghasil sumber PAD dan kreativitas aparatur tentunya
sangat ditentukan oleh kualitas aparatur. Kebijakan dan usaha intensifikasi adalah berupa
peningkatan PAD dari sumber-sumber yang telah ada saat ini. Sedangkan kebijakan dan
usaha ekstensifikasi adalah berupa mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan
daerah yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan.

Idealnya sumber PAD mampu menyumbangkin bagian terbesar dari seluruh pen-
dapatan daerah dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya seperti subsidi dan
bantuan. Dengan proporsi semacam itu daerah dapat secara leluasa menjalankan hak
otonominya. Oleh karena PAD merupakan ukuran kekuatan otonomi, maka diperlukan
strategi pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber keuangan bagi pAD dalam
rangka pengembangan otonomi daerah.

Selanjutnya dengan keleluasaan yang dimilikinya, Pemda dapat bekerja sama dengan
berbagai pihak untuk mengembangkan PAD serta mengoptimalkan ,r.L.. pendapatan
daerah yang ada bagi pembangunan daerah lebih lanjut. Dengan demikian otonomi
daerah yang dikembangkan lebih ditekankan pada aspek pembangunan ekonomi masya-
rakat.

METODE

Dalam riset ini digunakan metode analisis deskriptif. Hal ini mengacu pada pendapat
Nazir (1988), bahwa metode deskriptif adalah suatu metode penelitian status suatu objek,
suatu situasi dan kondisi pada masa sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi,
gambaran, secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta
hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari instansi terkait seperri:
Kantor statistik, Dispenda, Bagian perekonomian, Bagian Keuangan, dan Bappeda Kota
Malang. Analisis data dilakukan sebagai berikut (1) setelah data diperoleh, kemudian
diklasifikasikan sesuai dengan rnasalahnya, (2) setelah diklasifikasikan, selanjutnya diberi
kode, dipelajari, disortir untuk dimasukkan ke dalam kelompok terrenru guna memudahkan
pengolahan, dan (3) selanjutnya data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan serta
berupaya mencari jalan pemecahannya, yang akhirnya disimpulkan dan direkomendasikan.
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HASIL
Sumber-Sumber Keuangan Daerah

Dalam otonomi daerah, penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD

dibiayai dari APBD. Dengan semangat otonomi, keuangan daerah jangan bergantung

pada keuangan pusat maupun pinjaman daerah. Sumber keuangan asli daerah harus

menjadi andalan utama bagi pembiayaan APBD. Informasi mengenai realisasi pendapatan

keuangan negara daerah Kota Malang tahun 199912000 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Realisasi Pendapatan Keuangan Negara Daerah Tahun t999/2000

Jenis Penerimaan 1999/2000 (Rp)

PENDAPAT.A.N:
1. Sisa Lebih diperhitungkan Anggaran Th Lalu
2. Pendapatan Asli Daerah

2.1 Pajak Daerah
2..2 Retribusi Daerah
2.3 Laba BUMD
2.4. Lun-lain

3. Bagian Pendapatan yg Berasal dari Pemberian

Pemerintah atau Instansi yang Lebih Tinggi
3.1 Bagi Hasil Pajak

3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak

3.3 Belanja Rutin Daerah

3.4 Dana Pembangunan Daerah

3.5 Penerimaan Lainnya
4. Bagian Pinjaman Pemerintah Daerah

4.1 Pinjaman dari Pemerintah Pusat

4.2 Pinjaman dari Lembaga Keu. dlm Negeri

5. Urusan Kas dan Perhitungan

Jumlah Pendapatan: Tahun 199912000

Tahun 199811999

4.E90.1E0.000.00
17.-1E5 S91.281,02
190,-..618.297,00
6.;1S.S66.920.50
l.l:rl.0t10.000.00

yt i . -1s7.063,52

4,19
14,97

6,77
5,50
l,g2
0,79

s , ,< s5.130.000,00 68,89
11 i59 396.000,00 9,72

16 ,5-12.000,00 0,01

,<r 195 542.000,00 46,57
1: 1Sb.650.000,00 12,15

5r5.000.000,00 0,54
_. i01 546.000,00 2.66

-: 1tl1 5.+6.000,00 2,66
0

'.i-, - 46 202.000,95 9,20

- -. S 1rl 0.+0.281,95 100,00
: - irl 116.000.00

Sumber: data sekunder diolalt

Tabel i menunjukkan bahwa, reaiisast p-r--;- -'-- ':-- l.: -.:;:3 daerah Kota

Malang selama dua periode menunjukkan pe :.r-: -.-- -:-: -- 
-- :::, raitu dari Rp

67.642.126.000,00 pada tahun 199811999 i,-.::.-:-r: - - :- -- - : - -: : irl.0'10.281'97

pada tahun 199912000.

Adapunkontribusidari masing-masinep.':l:r--.-'-'':---:- -3:iiadaerahKota

Malang pada tahun 199912000 menun.luktan :;r":: -.- : -:':,- "ialah pertama,

bagianpendapatanyangberasaldanpenb3].:].]:-':-

Vo



-.: DPRD
r::gantung
-a:ie haruS

:::dapatan
: -- 1:- r.

Bp) Vo

Susilo & Halim, Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah datam Rangkt Pelaksanaan Otonomi Daerah 79

tinggi, yaitl 66,99vo, kedua, pos Pendapatan Asli Daerah, yaifi r4,g7vo, ketige, pos
urusan kas dan perhitungan, yaitu 9,20Vo, keempat, pos sisa lebih diperhitungkan anggaran
tahun lalu, yaatu 4,l9Eo, dan kelima, bagian pinjaman pemerintah daerah, yaatlJ z,66Eo.

Khususnya pada pos PAD, menunjukkan bahwa peran Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah terlihat masih cukup besar dibanding dengan Laba BUMD dan Lain-lain.
Kontribusi sebesar 14,977o dari PAD terhadap total pendapatan Kota Malang tahun
199912000 tersebut sebesar l2,27%o ditopang oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sedangkan dari Laba BUMD dan Lain-lain, masing-masing hanya mampu menopang
sebesar l,92Vo dan sebesar O.797o.

Realisasi Penerimaan Keuangan Negara Daerah yang Bersumber dari Pendapatan
Asli Daerah

Realisasi penerimaan keuangan negara daerah Kota Malang yang ber\umber dari
PAD pada tahun 1998/1999 - 199912000 disajikan dalam Tabel 2. i

Tabel 2 Realisasi Penerimaan Keuangan Negara Daerah yang Bersumber dari PAD
tahun 1998/1999 - 19991200A

4,19
14,97

6,77

5,50
1,92

0,79

68,89
9,72

No Jenis 1998/1999 (Rp) Vo 1999/2000 (Rp) Vo

1 Pajak Daerah
2 Retr. Daerah
3 Laba BUMD
4 Lain-lain

5.645.4t7.420
6.374.273.626
3.900.000.000
3.2r1.6t7 .7 17

29,51
33,31
20,39
16,79

7.905.628.297 45,2t
6.4i8.866.920 35,7t
2.240.000.000 t2,8t
92t.487.063 5,27

0,01

46,57

12,15
0,54
2,66
2,66

9,20
100,00

Total 19.r31.308.763 100 17.485.982.280 100

Suntber: data sekunder diolcth

Tabel2 menunjukkan bahwa, realisasi PAD Kota Malang selama dua periode (19981
1999-L999/2000) menunjukkan adanya penurunan sebesar 8,60Vo, yaitu dari Rp
19.131.308.764,26 pada tahun 1998/1999 menjadi sebesar RP 17.485.982.281,02 pada
tahun 1999/2000.

Sedangkan peranan atau kontribusi masing-masing jenis objek, yaitu: Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Laba BUMD, Lain-lain terhadap PAD Kota Malang, tampak bahwa
peran yang paling besar untuk tahun 1998/1999 adalah Retribusi Daerah, yaitu sebesar
33,327o; sedangkan pada tahun 1999/2000 peranan yang paling besar bergeser dari
Retribusi Daerah ke Pajak Daerah, yaitu sebesar 45,21Vo.

Berdasarkan kondisi di atas, seti<iaknya ada dua hal yang dipandang mempunvai arti
strategis, yaitu pertarna, kenaikan PAD Kota Malang perlu lebih ditirrgkatkan, dan kedua,
dalam kaitannya dengan penetapan skala prioritas penggalian sumber-sumber pendapatan
yang bersumber dari PAD harus mempertimbangkan pertumbuhan dan kontribusi terhadap
PAD.

:. caerah Kota
. \ 3rtu dari Rp

! ^ -r.010.231,97

.r-a daerah Kota
r":z\ah pertama,

r-sr yang lebih
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Target dan Realisasi PendaPatan

Data target dan realisasi PAD

daiam Tabel 3.

Tabel3TargetdanRealisasiPendapatanAsliDaerahTahuntggsl|999_|99912000

Asli Daerah Kota Malang

Kota Malang tahun lggStlggg-199912000 disaiikan

Realisasi (RP) Prestasi
Target (RP)

r99511996
t99611997
1997 11998

t99811999
199912000

Tahun

.

r''-.-.-,
'c -- l

T-r =-u_- L
:-

\ --- - -
ili'-

n. - -t*.^.,:
\-'

P-, t- -

aca.-.
t--
1\q ! .. i -

.--:
D{n1-1 I r

PLlr! --

seba.,:.
lllOt -:-J---- - --

Kemar:i
Kota I'l

L'"..
penge" -.

Tabel ,i

Tahr

199 ,- -,
199E - i

1999 _.

Sumber.::

Ke:-.
oleh be: ":
tainpak : -

50Vc, y u: -
serta me::

Dar,
Daerah K,

14.1tt.280.000'00
23.853.600.000'00
22.019.171 .000,00

19.559.047 .900'00

t7 .912.000,000,00

10.693.37 s.499,97

t3,212.022.145,29
t7 .205 .296.126,66

19.131.308.'164,26
t'7 .485.982.281,02

72,6970

55,3970

78,1490

97,81Vo

97,2970

Sumber: tlata sekwtder diolah

Tabel3menunjukkarrbahwa,selamalimaperiode(i9951.t996_|ggg.2aocD,pencapaian
realisasi PAD Kota Malang menunjukkan t"rur' lebih kecil dan targetnya' Ada beberapa

kemungkinan yang uir" iit","ukakan berkaitan dengan hal tersebut yaitu' pertama'

belum diketahuinya potensi sesungguhnya yang dapat diraih, k.edua' a.asar 
11111uan

target yang tiAaf< tepa"t, 

-k'tigo' 
t''''Ut' daya untuk menggaii sumber-sumber penenmaan

tersebutbelumtersediadenganbalk,keempot,,u,unu_danprasaranapenunjangmasih
belummemadai,dankelinta'carayangdigunakandalam'penentuantargetmasihmen-
dasarkan pada data ii'ttlt (realisasi PAD tahun-tahun sebeiumnya)'

Tingkat Pertumbuhan Pendapatan AsIi Daerah Menurut Jenis Penerimaan

di Kota Malang

InformasimengenaitingkatpertumbuhanPADbermanfaatdalamrangkapenentuan
skala prioritu, p"nung*"" V*g.J?tkui:1n dengan upaya penggalian sumber penerimaan

Ju".ui, yang berasal dari PAD (Tabel 4)'

Tabel4PertumbuhanPendapatanAsliDaerahMenurutJenisobjekPenerimaan
Tahun tgg sl D;; 6-1999/i000 (dalam ribuan rupiah)

netriUusi Daerah Laba BUMD Lain-Lain
Tahun Pajak Daerah

199511996

r9961t991
199',t 1t998
199811999

1999/2000

3.849.780
4.460.961
4.996.1t6
5.645.41'7

7.905.628

5.499.552
7 .05r.543
6.869.74r
6.',374.274

6.418.867

874.577
13.850

1.955.206
3.900.000
2.240.000

469.467
1.685.682

-\.382.234
3.211.618

92t.487

3,14 20,70 14,44
Pertmbhn. 15,48

Sumber: tlata sekwtder diolalt
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dalam rangka otonomi daerah seharusnya penggalian terhadap sumber-sumber pe :'=- - *

daerah lebih dioPtimalkan lagi'

PEMBAHASAN 
r^L ri"-^iLo' rli erqc '-rkkan bahwa p':':: -.*.

Dari apa yang telah diuraikan di atas' secara umum menunJl

Keuangan baeratrKota Malang yang bersumber dari PAD masih belum mampu .::- I -

f"ng"tir*un daerah (pengeluatan rutin dan pembangunan)'

Banyak trd aapai dij'eiaskan sehubungan dengan mengapa PAD Kota Nla-- -. - -

belum mampu unuk menopang pengeluaran daerah (pengeluatan rutin dan pem:::'. ---*

untuk itu berikut aliaeniifitasi faktor-faktor penyebab yang menjadikan P---

Malang belum bisa diraih secara optimal'

Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab terhadap Belum optimalnya Pendap:"': " ""

Daerah

Yang dimaksud dalam identifikasi faktor-faktor penyebab terhadap belum c: -- - -
pAD Kota Malang dapat diklasifikasikan menjadi dua sbb. (l) Faktor penyebc'r ':- "

dimaksudkan adalah laktor-faktor yang dapat mempengaruhi.secara langsur'-= ': '- *'*:'

pencapaian Sasaran, oleh karena itu apabila faktor ini diatasi' maka akan r:.::: . . '..

pengaruhlangsungterhadappencapaiansasaran.Faktor-faktorinimelipuil.
belum realistisnya di dalam penentuan target PAD' (b) masih 

'ilfg':y,1 
tinSkal ''',: - 

rr

dan kelolosan, dan (c) berkurangnya jenis objek penerimaan' (2) Faktor peti''':-' *'

langsung,dimatsudkanadalahfaktor.faktoryangdapatmempengaruhiSs-:]-..;1.
langsung terhadap pencapaian Sasaran, oleh karena itu apabila faktor ini dia-..=.. - *.-'

tidakakanmempunyaipengaruhlangsungterhadappencapaianSasaran,D&IIUflxxll.
mempunyai p",gu*h kepada akibat yung-dis"bubkan oleh faktor penyebab yang diatasi

tersebut. Faktor-faktor ini meliputi (a) sisiem penentuan target yang didasarkan pada data

historis, (b) belum efektifnya iemberlakuan iangsi, (c) pelayanan operasional di lapang

masih belum dilaksanakan .""u.u prima, (d) terbatasnya sumberdaya atau petugas

pelaksana operasional di lapang, (e) adanya birokrasi dalam pelayanan pemungutan Pajak

danRetribusi,(l)kurangnyuru.urudanprasaranauntukoperasionaldilapang'(g)belum
efektifnya sisrem pengendalian dan pengawasan ai t19ang'. (h) belum dimilikinya dara

base mengenai potenJ sumber penerimian, dan (i) diberlakukannya UU No" 18 Tahun

lggl.DariuraiantersebutsecararingkasdisajikandalamGambarl.

Analisis Faktor-Faktor penyebab terhadap Belum optimalnya Pendapatan Asli

Daerah

Sesuai derrgan faktor-faktor penyebab langsung maupun tidak langsung yang diuraikan

<ii atas, maka berikut akan dilakukan anaiisis untuk pemecahan masalah agar penedmaan

PADKotaMalangdapatdiraihSecaraoptimaldatamrangkamelaksanakanotonomi
daerah sbb. (i) pemecahan masalah ,rihodop faktor penyebab langsung adalah (a)

mengupayakanagardalampenentuantargetPADdilakukanSecaralebihrealistis,(b)
mengeliminirtingkatkebocorandanketolosan,dan(c)mengupayakanagarjenisobjek

*

r, ,l
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Belurn Optimalnya PAD
Kota Malang

Gambar 1 Analisis Masalah

penerimaan yang berasal dari pajak maupun retribusi yang jumlahnya berkurang, dapat
ditingkatkan kembali. (2) Pemecahan masaiah terhadap faktor penyebab tidak langsung
adalah (a) mengupayakan agar metode yang digunakan dalarn penentuan target seharusnya
tidak didasarkan pada data historis, (b) mengefektifkan pemberlakuan sangsi, (c)
mengupayakan tersedianya pelayanan yang prima terhadap masyarakat dalam pemu-
ngutan Pajak dan Retribusi, (d) mengupayakan tidak adanya birokrasi terhadap pelayanan
pemungutan Pajak dan Retribusi, (e) mengupayakan penambahan sumber daya atau
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petugas pelaksana operasional di lapang dalam jumlah yang memadai, (0 mengupayakan

tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan operasional di lapang, (g)

mengefektifkan sistem pengendalian dan pengawasan di lapang, (h) mengupayakan

tersedianya data base mengenai potensi sumber penerimaan, dan (i) peninjauan kembali
terhadap UU No. 18 Tahun 1997. Dan uraian tersebut secara ringkas disajikan dalam

Gambar 2.

l-:::ilt
1.lT:1f1r

Dapat Optimalnya PAD
Kota Malang

Berkurangnya
Tingkat Kelolosan

dan Kebocoran

Peninjauan
UU No. 18

Tahun 1997

Sistem
Penentuan

Target
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pada Data
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dan
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Memadai
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Mengenai
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Tidak Adanya
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Pelayanan

Gambar 2 Analisis Tltjuan
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Upaya Pengelolaan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah
Upaya yang bisa dilakukan dalam mengelola sumber potensi PAD untuk meningkatkan

kemampuan keuangan daerah Kota Malang dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah
adalah memperhatikan pola kecenderungan mengenai target dan realisasi penerimaan
daerah di masa lalu dan perkembangan ekonomi daerah terutama yang berkaitan dengan
bentuk kegiatan ekonomi masyarakat.

Sering dijumpai keadaan dimana penentuan target penerimaan PAD tidak didasarkan
pada rumusan yang jelas, sehingga besarnya target satu periode anggaran ke periode
anggaran berikutnya tidak mengikuti trend yang smoth. melainkan mengikuti gerakan
yang sangat fluktuatif. Tajarrnya fluktuatif penetapan target ini menggambarkan situasional
yang dihadapi pada saat itu. Dengan berlandaskan pada pemikiran seperti ini, maka tidak
konsistennya perumusan target dari suatu item pajak, misalnya, dapat digunakan sebagai
alasan urrtuk menyatakan bahwa pemungutan item pajak tersebut belum optimal sehingga
diperlukan usaha-usaha intensifikasi. '

Disamping didasarkan pada pola kecenderungan penetapan target, usaha intensifikasi
dari suatu item PAD juga bisa didasarkan pada pola kecenderungan realisasi. Bila ada
lonjakan yang besar dalam realisasi penerimaan suatu item pajak (dibandingkan dengan
periode sebelumnya), maka jelas ada sesuatu y,ang belum diperkirakan sebelumnya oleh
pihak yang berkompeten dengan pemungutan pajak. Adanya sesuatu yang tidak diperkirakan
sebelumnya ini, mengindikasikan bahwa petugas pajak belum memiliki informasi yang
benar tentang potensi pajak yang dimilikinya. Oleh karena itu, usaha-usaha intensifikasi,
baik yang menyangkut tentang perbaikan sistem pemungutan maupun sistem pendataan
potensi, perlu dilakukan. Karena hal ini akan mampu memberikan sumbangan yang besar
terhadap peningkatan keuangan daerah.

Disamping intensifikasi pajak, intensifikasi terhadap retribusi daerah perlu dilakukan,
mengingat sumbangan retribusi daerah terhadap PAD Kota Malang sangat besar (hampir
sama dengan kontribusi pajak). Oleh karena itu, penelitian yang diarahkan untuk meng-
optimalkan pemungutan retribusi sangat diperlukan. Ada indikasi beberapa pemungutan
retribusi (misalnya retribusi parkir) masih banyak mengalami kebocoran. Penelitian yang
diarahkan untuk menciptakan sistem pemungutan yang efisien dan aman akan sangat
membantu dalam menciptakan kemandirian keuangan daerah yang semakin kuat dalam
rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.

Disamping melalui usaha-usaha intensifikasi, maka peningkatan kemampuan keuangan
daerah juga bisa ditempuh melalui usaha-usaha ekstensifikasi, yaitu dengan cara menemukan
sumber pendapatan potensial yang belum dieksptoitasi. Hal ini sangat dimungkinkan
mengingat perkembangan ekonomi selalu dibarengi oleh munculnya aktivitas-aktivitas
raru )/ang bisa ditetapkan sebagai objek pajak atau retribusi baru. Oleh karena itu,
:tengarnati perkembangan aktivitas baru dari kegiatan ekonomi masyarakat merupakan
,;Lngkah awal untuk rnenemukan sumber-sumber pajak atau retribusi baru yang mungkin
:isa dikembangkan Pemerintah Daerah Kota Malang.

Dengan melihat pertumbuhan dari beberapa item pajak selama dua periode anggar,r,l
iahun 199811999-199912000) tampak perubahannya sangat fluktuatif. Lebih jelasnva
:isajikan dalam Tabel 6.
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Tabel 6 Kenaikan Beberapa Item Pajak dan Retribusi Daerah

Tahun L99811999-L999 12000

tersedia I
Pajak dar
jumlah ya
dan kelok
penunjang

Item Penerimaan t99811999 199912000

A.

B.

Pajak Daerah:
1. Pajak Pembangunan I
2. Pajak Hiburan
3. Pajak Reklame
4. Pajak Penerangan Jalan

5. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Retribusi Daerah:

1. Sewa Tanah dan Bangunan

2. Uang SemPadan dan Izin Bangunan

3. Retribusi Terminal/Stasiun

87o

- 4Vo

2Vo

31'7o
n

- ll%o
- 20Vo

- 437o

67Vo

35Vo

l87o
40Vo

ZCZVo

3t%
557a

- 57o

Sumber: data sekunder diolall

Tabel 6 tersebut menunjukkan bahwa, kenaikan penerimaan dari lima item pajak

daerah pada tahun anggaran lgggl2}O} jauh lebih besar dari kenaikan penerimaan tahun

19g1ll9gg.Ini menggambarkan bahwa pemungutan pajak daerah masih belum dilakukan

secara optimal. Merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami, suatu contoh, apabila

besarnya penerimaan dari Pajak Pembangunan I pada tahun anggaran 199811999 hanya

naikSVo, sementara itu pada tahun anggaran 199912000 mengalami kenaikan luar biasa,

yaitu sebesar 6io/o. Begitu juga dengan penerimaan dari Pajak Hiburan, kenaikan pada

iahun anggaran 1999/2000 jauh lebih fantastis dari tahun anggaran 1998/1999, yaitu dari

+Uo menjidi 35Vo. Oleh karena iru, terhadap lima item pajak daerah tersebut perlu

dilakukan penelitian guna meningkatkan optimalisasi pemungutannya, baik potensinya

maupun sistem Pemungutannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
pAD Kota Malang dari tahun ke tahun cukup besar, namun bila dibandingkan dengan

potensi yang ada sesungguhnya masih bisa ditingkatkan lagi. Pengeluaran Pemerintah

kota Malang secara keseluruhan yang semakin meningkat mengharuskan penerimaan

PAD Kota Malang harus dioptimalkan penggaliannya'
penurunan realisasi penerimaan PAD seiama dua tahun terakhir ini, antara lain

<iisebabkan oleh dihapusnya beberapa pos penenmaan yang berasal dari Pajat Daerah

dan Retribusi Daerah (sesuai dengan Unciang-Undang Nomor 18 Tahun 1997)'

pAD Kota Malang pada saat ini ternyata masih belum bisa diharapkan untuk

dijadikan tumpuan dalam mencukupi kebutuhan dana untuk pengeluaran daerah. Masih

banyak sumbir-sumber penerimaan yang berpotensi tetapi belum dapat digali karena

peraturan Daerah yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan tersebut belum

IrrFTrFl



r999/2000

6l Vo

i 37o

i0Va
. r-t 1 C/^

-1|Vo
557o
_ 5,so

rtem Pajak
tahun

dilakukan
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tersedia. Disamping itu, sumber daya manusia yang menangani pelaksanaan pemungutan
Pajak dan Retribusi di lapang baik secara kuantitas maupun kualitas, tersedia dalam
jumlah yang belum memadai, sehingga berakibat pada masih tingginya tingkat kebocoran
dan kelolosan penerimaan, juga masih terdapat kendala terbatasnya sarana dan prasarana
penunjang operasional di lapang.

Saran

Dalam rangka meningkatkan PAD, maka perlu adanya peninjauan kembali terhadap
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 terutama yang menyangkut berbagai pos pene-
rimaan yang dihapus, yang sesungguhnya mempunyai potensi besar.

Tingkat kebocoran dan keiolosan pada PAD yang merupakan sumber penerimaan
andalan bagi daerah harus diupayakan untuk di eliminer.

Pemerintah Daerah harus berupaya aktif untuk mencari perluasan sumber-sumber
penerimaan baru dari pos-pos penerimaan yang ada yang masih menjadi wewenang
daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pelaksana harus dilakukan,
agar dapat tercipta pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Mengupayakan untuk menggali alternatif objek Pajak dan Retribusi baru melalui
intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap objek-objek penerimaan yang berpotensi melalui
penelitian terhadap objek-objek rersebut.
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